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PALU, MERCUSUAR-
Sikap Camat Palu Barat,
Moh Arif dikeluhkan
oleh warganya atasnama
Hamdan Idris. Pemilik
tanah seluas kurang lebih
9.860 meter persegi di blok
pantai Kelurahan Silae,
Kecamatan Palu Barat
tersebut, mengakui sejak
SKPT diterbitkan oleh
Pemerintah Kecamatan
Palu Barat pada Bulan
Oktober 2011, belum
pernah melihat dokumen
aslinya.

Walaupun berbagai
upaya telah dilakukannya
agar SKPT asli miliknya
bisa dikantonginya, tapi
tak kunjung berhasil. Pihak
Pemerintah Kecamatan
Palu-Barat yang saat itu

dipimpin oleh Moh. Arif
hanya menyerahkan
dupilkat SKPT tersebut.
Hamdan secara rinci
menceritakan kronologis
proses pengurusan SKPT
tersebut. Menurutnya,
sekitar Bulan Agustus
2016, dirinya bermohon
kepada pihak Kecamatan
Palu Barat untuk dibuatkan
SKPT atas sebidang tanah
di blok pantai Kelurahan
Silae, Kecamatan Palu
Barat. Permohonannya itu
ditindaklanjuti oleh Camat
Palu Barat yang saat itu
dijabat Moh. Arif, dengan
turun ke lapangan untuk
melihat lokasi tanah yang
dimaksud. PihakKecamatan
dihadiri langsung oleh
Camat Palu Barat Moh.

Arif didampingi Lurah
Silae yang saat itu dijabat
Hazairin Jabido. “Jadi kami
bertiga meninjau ke lokasi
dan selanjutnya dibuatkan
SKPT nya,” kata Hamdan
ditemui di kediamannya,
Minggu (19/8/2016).
Belakangan setelah
dibuatkan SKPT-nya
lanjut Hamdan, dirinya
belum pernah sekalipun
menerima dokumen asli
SKPT dimaksud. Yang
ada di tangannya saat ini
hanya dokumen duplikat
SKPT tersebut dalam
bentuk fotocopi. Itupun
dokumennya diperoleh
dari pihak Kecamatan
Palu Barat setelah pihak
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SKPT dari halaman

bertanys mengenai
keberadaan SKPT atas
sebidang tanah di blok
pantai tersebut.
Untuk meyakinkan
hak keluarganya jika
SKPT tersebut telah
diterbitkan oleh pihak
Pemerintah Kecamatan
Palu Baral, Hamdan
mengaku menyuruh salah
seorang di antara mereka
(keluarganya) untuk
‘mewakilinya meminta SKPT
kepada Camat Palu Barat,
Mok, Arif.Namun Camat
Palu Barat saat itu hanya
menyerahkan fotocopi
SKPT tersebut. “Saya tidak
tahu apa alasan camat Palu
Barat hanya menyerahkan
fotocopinya, bukan SKPT
asli/” sesalny
Anehnya kata Hamdan,
hingga 2016 ini, pihak
Kecamatan Palu Barat yang
saat ini masih dijabat oleh
Moh. Arif erkesan tak ingi
menyerahkan SKPT asli
tersebut ke tangan pemilik

yangsah. "Bayangkan, sejak
Oktober2011°belum permah
saya melihat dokumen

asli SKPT milik saya atas
sebidang tanah di blok
pantai di Kelurahan Silae,”
ujarnya.

Camat Palu Barat Moh,
Anif dikonfirmasi terkait hal
itu, Senin (22/8/016) malam,
pada awalnya menanyakan
hubungan kekerabatan
penulis dengan Hamdan
Idris. “Bapak wartawan ato
Keluarganya pa Hamdan,”
‘ujar Moh. Arifmelalui pesan
yang dikirim melalui WA.

Setelah Moh. Arif
merasa yakin bahwa

+ penulis adalah wartawan

media ini, selanjutnya
mengungkapkan bahwa
tanahyang dimaksud (lahan
seluas kurang lebih 9000
meter persegi di blok pantai
Kelurahan Silae) adalah
tanah budel (bermasalah)
Untuk lebih jelasnya, Moh.
Arif menyarankan penulis
menemui beberapa ahli

‘waris tanah yang dirmaksud,
di antaranya Ny Supiah dan
salah seorang adik kandung
Hamdan yang kebetulan
tinggal di dekat rumah
Hamdan, “Biar lebib jelas
beritanya coba tanyakan
sama keluarganya Hamdan
yang lain, ada 20 orang
mercka itu berkeluargs,
benar ndak klo tanah
itu sudah diserahkan
ke Pemerintah Kota,”
sarannya.

Bahkan kerena kasus
tanah ini lanjutnya, dirinya
telah dilaporkan Hamdan
Idriske Poldadansementare
ditangani pihak penyidik.

Ditemui terpisah, Ny
Supiah yang merupakan
kakak kandung Hamdan
Tdris. malah balik bertanya
maksud kata budel
(bermasalah). “Tanah
itu merupakan mahar
kepada ibu saya,” ujatny
Selanjutnya Kata Supiah,
tanah itu diwariskan

kepada anak-anaknya,

yang dikuasakan kepada
Hamdan Idsis. 2
“Memang saya
anak tertua tapi ibu
saya mempercayakan
kepada Hamdan dengan
pertimbangan sebagai
anak laki-laki yang lebih
gesil mengurus, itupun
Setelah dikumpul seluruh
saudara kandung dan
saudara sepupu yang
merupakan ahli waris,
ungkap Supiah.
Berdasarkan kuasa
tanah tersebut atasnama
Hamdan lanjutnya, ia
bersama Ratni meminta
persetujuan Ilamdan
untuk mewakili ahlj wari
Keluarga mengambil SKPT
ke Camat Palu Barat Moh
Arif. "Kebetulan saat itu
pembagian ¢-KTP, maka
saya sempatkan juga
meminta’ SKPT tanah di
blok pantai itu ke Pak
Cantiat (Moh, Arif)” ujamya.
Anehnya Kata Supiah,
Camat saat itu hanya

A

‘memberikan fotocopi SKPT
dengan alasan SKPT asli
sudah diserahkan ke atas
(Pemkor).

Ratni, ahli waris yang
merupakan adik sepupu
Hamdan menimpali
Menurut Ratni, ada
yang janggal ketika
dirinya bersama Supiah
menghadap Camat Moh
Anif saat itu. Karena SKPT
asli tak bisa diserahkan
kepada keduanya, maka
Moh Arif menawarkan agar
tanahtersebut ditukarguling
dengan nilai Rps00 juta.
“"Hamma, tanah seluas itu
hanya mau dibayar Rp500
juta,” wjarnya sembari
menunjukkan ekspresi lucu
dengan menutup mulutnya
dengan kedua tanggannya
sambil matanya dibuat
melotor.

“Pantasan waktu saya
urus e KTP di kecamatan,
pak Camat suruh stafnya
cepat menyerahkan KTP
ku,” tambahnya. oy





